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INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 5 TAHUA 2024
TENTANG
OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk
memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada 1. Wali Kota Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Bupati Bantul;
4. Bupati Kulon Progo; dan
5. Bupati Gunungkidul.

Untuk

KESATU :Melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer,
produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor,
sub distributor, toko bebas bea, maupun pelaku usaha lain
yang melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau
penyimpanan minuman beralkohol.

KEDUA :  Memastikan bahwa kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau

penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. telah memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki:

c. peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat-
tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaku usaha dilarang menjual minuman beralkohol kepada
konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun; dan



e. penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan secara
dalam jaringan (daring), termasuk di dalamnya dilarang
dilakukan dengan sistem layanan antar (delivery service).

KETIGA : Membentuk dan/atau mengoptimalkan tim dalam rangka
pengawasan minuman beralkohol.

KEEMPAT . Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) dalam pengawasan minuman beralkohol.

KELIMA : Melibatkan dan mengoptimalkan peran Pemerintah
Kalurahan, Kampung, RT, RW, Jaga Warga, dan elemen
masyarakat lainnya dalam pengendalian dan pengawasan
minuman beralkohol.

KEENAM . Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan, dan/atau
penyimpanan minuman beralkohol.

KETUJUH . Melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang
terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol, termasuk melakukan percepatan penyusunan produk
hukum daerah yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol di daerahnya.

KEDELAPAN . Segera melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada
Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Instruksi
Gubernur ini mulai berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 oxtoGer 2024

Tembusan:

Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta



